
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

NOMOR 15 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERUSAHAAN 

DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH PATI, PERSEROAN 

TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, PERUSAHAAN 

DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN PATI 

KOTA DAN FASILITAS DANA BERGULIR KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN 

MENENGAH (UMKM) PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang   :   a.  bahwa untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian serta memberdayakan usahaa 

Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu 

melakukan penyertaan, modal Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004, penyertaan modal Pemerintah 

Daerah pada Perusahaan Negara/Deaerah/Swasta ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan 

dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah 

berkenaan; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Daerah Pati, untuk modal dasar Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati ditetapkan sebesar Rp. 



15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dimana Pemerintah 

Daerah setiap tahun berkewajiban menyediakan dana sebagai 

modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar yang 

telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan 

Daerah; 

e. bahwa untuk mengantisipasi dampak penurunan tingkat 

kecukupan modal (CAR) dan untuk meningkatkan penerimaan 

deviden, maka perlu adanya penambahan Penyetaan Modal 

Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan 

Daerah; 

f. bahwa berdasarkan pemeriksaan Bank Indonesia kondisi rasio 

kecukupan modalnya (CAR) Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati kota 

dibawah 4% (empat persen) sehingga ditetapkan sebagai 

Bank Dalam Pengawasan Khusus, untuk mencapai rasio 

kecukupan modal (CAR) sebesar 8% (delapan persen) 

sehinggs dapat memberikan keleluasaan untuk melakukan 

operasional/ekspansi usaha diperlukan penanbahan modal 

kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan 

Kredit Kecamatan Pati Kota; 

g. bahwa untuk mendukung permodalan dan mengembangkan 

usaha Mikro Kecil Menengah yang produktif guna mendukung 

peningkatan perekonomian daerah maka perlu adanya fasilitas 

dana bergulir dalam bentuk investasi non permanen sebesar 

Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); 

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud 

huruf a ,huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, 

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal 

Daerah  (Investasi) Ke Dalam Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati, Perseroan Terbatas 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perusahaan 

Daerah Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kredit Kecamatan 

Pati Kota dan Fasilitas Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro 

Kecil Dan Menengah (UMKM) rada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009; 



Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan 

Daerah-daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

2387); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3587); 

  5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

  8.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecik\l dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4866); 

 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 1998 tentang 

Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3731); 

 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Indonesia Nomor 4579); 

 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan 

Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari 

Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 

Seri D Nomor 17); 

 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 11 Seri E Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 17); 

 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun tentang 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah 

Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 

17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 16); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI 

dan 

BUPATI PATI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 

DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH BANK 

PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH PATI, PERSEROAN 

TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, 

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN 

KERDIT KECAMATAN PATI DAN FASILITAS DANA BERGULIR 

KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA 

ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PATI TAHUN 2009. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 



Pasal 1 

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati. 

3. Bupati adalah Bupati Pati. 

4. Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pe4ndaoatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pati. 

5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah 

Pati yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Daerah Pati 

adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang perbankan 

yang seluruh modalnya maerupakan kekayaan Daerah yang 

dipisahkan. 

6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 

adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 

7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit 

Kecamatan Pati Kota yang selanjutnya disebut PD. BPR BKK 

Pati Kota adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang 

perbankan yang seluruh modalnya merupakan kekayaan 

Daerah yang dipisahkan. 

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan uasha perorangan yamg memenuhi kriteria 

Usaha Mikro sebagaimanan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produtif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha 

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 



10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan 

oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang 

meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha 

patumgan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi 

di Indonesia. 

12. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang baik 

yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal 

atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik 

Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum 

lainnya. 

13. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan 

Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang 

dipisahkan untuk diperhitumgkan sebagai modal atau saham 

Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan 

Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya 

bersumber dari APBD 

BAB II 

OBYEK, SUMBER DAN BESARAN 

PENTERTAAN MODAL DARRAH  

Pasal 2 

(1) Obyek penyertaan modal Daerah adalah : 

a. PD. BPR Bank Daerah Pati; 

b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; 



c. PD. BPR BKK Pati Kota; dan 

d. Fasilitas Dana Bergilir kepada Usaha Mikro Kegil dan 

Menengah (UMKM). 

(2) Sumber dana penyertaan modal Daerah adalah dari APBD 

Tahun 2009. 

(3) Besaran penyertaan modal Daerah pada obyek sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. penyertaan modal Daerah pada PD. BPR Bank Daerah 

Pati sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 

b.  penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 1.199.475.000,00 (satu 

milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus 

tujuh puluh lima ribu rupiah); 

c. Penyertaan modal Daerah pada PD. BPR BKK Pati Kota 

sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus 

juta rupiah); dan  

d. Fasilitas dana bergulir pada Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga 

milyar rupiah). 

BAB III 

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH 

Pasal 3 

Pelaksanaan penyertaan modal Daerah yang meliputi hak 

dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyetoran deviden, 

penerimaan kembali fasilitas dana bergulir, perhitungan laba 

rugi da neraca berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

BAB IV 

KEETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. 

Ditetapkan di Pati 
Pada tanggal 27 Desember 2008 
 
BUPATI PATI, 
 
        Ttd 
 
T A S I M A N 

 
Diundangkan di Pati 
Pada tanggal 27 Desember 2008 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 
 
                                  Ttd 
 

 S R I   M E R D I T O M O 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR 15  

 
 

 


